BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum pada tahun 2024, hal ini
diatur pada Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 untuk memilih anggota Presiden dan
Wakil Presiden. Pemilu sebagai ajang bagi masyarakat untuk memakai hak suara
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politik akan membentuk kemajuan dalam negaranya (Ma Arif & Andriyani, n.d.)
Pada pelaksanaan Pemilu 2024 KPU telah menetapkan 17 peserta partai
politik nasional yang telah lolos berdasar verifikasi administrasi dan faktual sebagai
peserta pada Pemilu 2024, hal ini berdasarkan sebuah Keputusan KPU nomor 518

tahun 2022. Partai politik harus memenuhi syarat untuk bisa mengajukan capres



dan cawapres hal tersebut tertera pada Pasal 222 UU No. 7/2017. Dimana isi pada
UU tersebut adalah “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua

puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR

sebelumnya.” sehingga dengan adanya aturan tersebut partai yang tidak memenuhi

calon wakil presiden. Koalisi Indonesia Maju mengusung Menteri Pertahanan
Indonesia dan Ketua umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto. PDIP dan PPP
sebagai koalisi mengusung Gubernur Jawa Barat yaitu Ganjar Pranowo. Capres
yang diusung oleh Koalisi dan partai mempunyai citra mereka sendiri pada jabatan

sebelumnya. Mendekati Pemilu 2024 capres yang telah diusung oleh partai politik



kembali melakukan branding dengan strategi komunikasi politik mereka untuk
memperoleh dukungan dari masyarakat.

Partisipasi politik menjelang Pemilu 2024 didominasi oleh pemilih muda
yaitu generasi Z dan milenial. Melalui data rekapitulasi daftar pemilih sementara
untuk tingkat nasional, untuk Pemilu 2024 berjumlah 205.853.518 (Humas KPU,

“DPS Pemilu 2024, 205 Juta Pemilih,”). Data pemilih sementara masih bisa

yang masuk kategori :.v- Z(IahMacE]rTr ahun 1997-2012) adalah
sebanyak 27,94/ p¢ (%ensus BPS: Saat In

seperti dengan video, pertunjukan televisi, dan kolaborasi dengan influencer untuk

menciptakan impresi tentang aktor politik tersebut. Menurut Kamarudin (Hasan,
n.d.) komunikasi politik berhubungan erat dengan pencitraan politik. Pencitraan
dilakukan secara persuasif untuk mendapatkan kognisi antara kandidat dengan para

pemilih. Pembentukan citra dalam politik ini bisa disebut sebagai political



marketing karena menjual aktor politik ke masyarakat agar mendapatkan opini yang
diinginkan. Citra politik merupakan strategi seorang aktor politik dalam
menciptakan kepribadian yang diinginkan dengan kepercayaan yang diinginkan
dalam benak pemilih (Hasan, n.d.).

Perkembangan teknologi menjadi kunci untuk melakukan branding dengan

memanfaatkan media sosial. Media sosial menjadi tempat publik (Public sphere)

twitter 18-26 sebanyak 25,2% dan 26-34 tahun 26,6% (“Proporsi Pengguna
Twitter,” katadata.co.id.)

Perspektif Opini publik ini akan berpengaruh dalam penilaian kepada orang
yang membaca mengenai suatu fenomena. Penggunaan twitter dalam membangun

citra akan ditentukan oleh hubungan yang dibangun secara terus menerus sehingga



adanya kedekatan dengan masyarakat. Informasi yang diberikan ke masyarakat
haruslah tepat karena hal tersebut yang membentuk opini masyarakat dalam
membentuk citra baik. Citra dalam sudut pandang humas diartikan sebagai kesan,
gambaran, atau impresi yang tepat (sesuai dengan kenyataan) atas jabatan,
kebijakan yang dibuat atau jasa-jasa dari suatu organisasi maupun perusahaan

(Amanda M, n.d.). Sarana pembentukan opini publik menggunakan media sosial

sosial twitter sebagai=s

masyarakat.

Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai capres oleh PDIP pada bulan April
2023. Pemilihan Ganjar Pranowo memiliki dasar selain berprestasi juga
mempunyai citra pada saat menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ganjar

Pranowo selalu muncul sebagai kepala daerah terpopuler yang menandakan



popularitas tersebut didapat dari citra yang baik terbukti dari menjabatnya Ganjar
Pranowo selama dua periode sebagai Gubernur Jawa Tengah. Popularitas tersebut
didapat dari citra yang dibentuk dan dikelola dengan baik oleh Ganjar Pranowo dan
tim. Penggunaan media sosial Ganjar Pranowo menjadi kunci pembentukan citra
untuk membentuk opini masyarakat terkhususnya pemilih muda generasi z

mendekati pemilu 2024. Pemilih muda terkhususnya generasi z yang akan menjadi

Pranowo tefha analitik di kalang‘T'pemilih enj pres 2024.
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian untuk
mengetahui adakah pengaruh cuitan akun twitter Ganjar Pranowo terhadap citra

politik di kalangan pemilih muda menjelang pilpres 2024.



1.4 Manfaat Penelitian
Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara
akademis maupun praktis, diuraikan sebagai berikut:
1. Secara Akademis

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan sumbangsih

pengetahuan dalam bidang komunikasi serta dapat memberikan tambahan




